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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. hal ini 

dikarenakan pada saat kelahirannya manusia telah bergaul dengan manusia yang 

lainnya yang disebut dengan masyarakat, yang mana oleh Cicero dikatakan ubi 

societas ibi ius yang artinya bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. 

Sehingga hukum dibentuk oleh manusia untuk mengendalikan setiap pergaulan di 

antara manusia itu sendiri. Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa: “Manusia 

hanya dapat hidup dalam masyarakat di mana manusia dikenal sebagai zoon politicon 

atau makhluk sosial”,1 yaitu makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk hidup 

berkelompok. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer. 

Moch. Isnaeni menyatakan bahwa: Manusia sebagai anggota masyarakat yang 

mempunyai tujuan hidup tetap mempertahankan kehidupannya dengan tumbuh dan 

berkembang. Tujuan hidup manusia untuk tumbuh dan berkembang tersebut sebagai 

upaya untuk memperoleh kemakmuran dan kehidupan yang sejahtera. Kehidupan 

makmur dan sejahtera akan dicapai oleh manusia dengan melakukan usaha dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari-hari manusia itu 

meliputi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, artinya manusia baru sejahtera 

jika sudah terpenuhinya semua kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Kebutuhan lahir 

manusia diperoleh dengan mendapatkan asupan akan pangan, sandang dan papan 

serta siraman keimanan untuk mendapatkan ketentraman hidupnya sebagai 

pemenuhan kebutuhan batinnya. Manusia sebagai makhluk yang selalu hidup 

berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, pasti memerlukan benda. 

Tak ada suatu kegiatan keseharian yang dilakukan manusia sebagai anggota 

kelompok tanpa melibatkan benda selaku pendukungnya. Setiap anggota masyarakat 

yang malang melintang mengejar pemenuhan kebutuhannya, justru sering berburu 

benda untuk dimiliki supaya kesejahteraannya kian meningkat. Banyak sudah 

hikayat yang dituturkan oleh sejarah, bagaimana gigihnya manusia mempertahankan 

setiap benda yang dimiliki saat hendak dirampas oleh pihak lain secara paksa. 

Bahkan banyak juga kisah yang melegenda tentang perjuangan anak manusia untuk 

memperoleh benda yang diinginkan guna menunjang hegenomi kekuasaan yang 

diinginkan, atau untuk meraih singgasana agar dapat memegang tampuk tertinggi 

sebuah kekuasaan. Putaran sejarah manusia sudah banyak mengisahkan betapa 

gigihnya manusia berjuang untuk memperoleh benda sebagai kelengkapan 

profesinya, bahkan hikayat itu tidak pernah lekang oleh panas ataupun lapuk oleh 

guyuran hujan sampai peradaban modern sekalipun.2 

                                                 
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, h. 3. 
2 H. Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, Surabaya, 

2016, h. 1-2. 
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Pemenuhan kebutuhan lahir yang berupa kesejahteraan dan kemakmuran, untuk 

mendukungnya diperlukan sarana atau alat berupa kebendaan. Benda merupakan 

sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, jadi segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki 

bukan termasuk dalam pengertian benda. Mengenai pengertian benda ini sangat luas, 

menurut undang-undang benda (zaak) ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan 

objek hak milik. Pasal 499 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Menurut paham 

undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, 

yang dapat dikuasai oleh hak milik”.3 Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari 

subjek atau orang dalam hukum. Dalam KUHPerdata pengertian benda (zaak) 

sebagai objek hukum tidak hanya berupa benda yang berwujud, yang dapat 

ditangkap oleh pancaindera, melainkan juga benda yang tidak berwujud. Benda yang 

dibutuhkan untuk menunjang manusia menjadi sejahtera meliputi baik bergerak dan 

benda tidak bergerak, termasuk didalamnya benda yang digunakan untuk usaha.  

Benda yang dijadikan sarana untuk menuju sejahteranya manusia sebagai 

anggota masyarakat tersebut, benda tersebut sebagai hak miliknya akan 

dipertahankan sesuai dengan tujuannya. Hal ini digunakan untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan, supaya kelangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat bisa 

berlangsung secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Peningkatan 

kesejahteraan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya bisa 

dicapai dengan selalu meningkatkan kegiatannya seiring dengan bertambahnya 

kebendaan yang menjadi miliknya. Pemenuhan kesejahteraan diimbangi dengan 

semakin bertambahnya kebendaan dilakukan dengan usaha peningkatan usaha yang 

dikelolanya. Setiap usaha yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kemampuan 

yang mendorong kemajuan untuk menambah benda yang dimiliki manusia supaya 

tidak statis tetapi selalu dinamis. Usaha manusia untuk menambah kebendaan diikuti 

dengan usaha yang dijalankan yaitu berupa produktifitas untuk menghasilkan 

sesuatu. Salah satu usaha memajukan usaha diperlukan dan dibutuhkan dana yang 

besar. Menjalankan usaha tanpa adanya dukungan dana yang besar tidak dapat 

terwujud. Perolehan dana untuk memajukan usaha tidak bisa dipenuhi sendiri, 

sehingga perlu bantuan permodalan dari pihak lain. Adapun cara memperoleh dana 

dengan bantuan pihak lain dengan melakukan peminjaman. 

Pemerintah selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penuangan 

pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dimaksud sebagaimana 

tertuang dalam 9 (sembilan) program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas 

untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat 

secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam 

kebudayaan. Berikut inti dari sembilan program tersebut adalah:  

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri 

bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan 

                                                 
3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Buergerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata/Terjemahan), Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. 
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negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat 

jati diri sebagai negara maritim. 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas 

pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi 

dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, 

pemilu, dan lembaga perwakilan. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan.  

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas 

pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia 

Sejahtera” dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 

9 hektar, program rumah Kampung Deret atau Rumah Susun Murah yang 

disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.  

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia 

lainnya.  

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik.  

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali 

kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan 

kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, 

seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta 

Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum 

pendidikan Indonesia. 

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui 

kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang 

dialog antarwarga.4  

Pengusaha nasional selalu berperan serta dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional dan sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, 

sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi 

berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan 

nasional. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha 

yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Baik pengusaha mikro, kecil, menengah, 

ataupun pengusaha yang besar mempunyai kontribusi penting dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi nasional demi meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia 

                                                 
4http://romand3.wordpress.com/2007/07/30/peran-pengusaha-dalam-perekonomian, 

Kompas.com, diakses tanggal 4 januari 2017 jam 13.00 WIB. 



 4 

secara berkelanjutan. Para pengusaha dapat mengembangkan usaha/bisnisnya 

menjadi besar dan lebih besar serta kuat, sering memerlukan dana pinjaman. Dana 

pinjaman untuk memperbesar modal usaha dan untuk menjadi kemajuan dalam dunia 

usaha perusahaannya, umumnya diperoleh dengan jalan mengajukan permohonan 

kredit kapada bank. Perjanjian kredit, yang di dalam praktik sering disebut akad 

kredit, sebenarnya di dalam bidang hukum perdata disebut perjanjian pinjam-

meminjam atau hutang-piutang.  

Pemimjaman dana bisa dengan pihak perseorangan dan bisa dengan pihak atau 

lembaga keuangan. Peminjaman dana dengan pihak perseorangan caranya memang 

sederhana dan proses yang cepat, praktis dan singkat tanpa jaminan/agunan 

kebendaan dengan risiko yang besar yaitu pengenaan bunga yang tinggi sekali di luar 

batas yang wajar dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Peminjaman dana 

dengan pihak lembaga keuangan mempunyai jaminan perlindungan hukum yang 

pasti artinya ada jaminan kepastian hukum diantara kedua pihak. Jaminan 

perlindungan hukum ini memudahkan para pihak yang membutuhkan dana, guna 

kelangsungan usaha semakin aman dan sesuai dengan kehendak para pihak untuk 

melakukan peminjaman uang.  

Lembaga keuangan ada 2 jenisnya yaitu lembaga keuangan bukan bank dan 

lembaga keuangan bank. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara 

dari pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan 

dana (lack of funds), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya 

adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Lembaga 

keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang 

keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara 

dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, 

semuanya itu dilakukan secara langsung, atau tidak langsung melalui penghimpunan 

dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dengan demikian 

lembaga keuangan bukan bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal.5 

Bank sebagai lembaga intermediary yaitu sebagai penghubung untuk 

menyalurkan kredit kepada para nasabahnya selalu menggunakan prinsip-prinsip 

umum perbankan yaitu prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Penegakan prinsip 

kepercayaan bank diwujudkan dengan mengajukan kriteria dalam menganalisa kredit 

yang akan diberikan kepada debitor yaitu: Penerapan asas 5C. meliputi: 1) Character 

(sifat-sifat calon debitor), 2) Capital (modal dasar calon debitor), 3) Capacity 

(kemampuan calon debitor), 4) Collateral (jaminan yang disediakan/tersedia oleh 

calon debitor), 5) Condition of economy (kondisi perekonomian calon debitor).6 

Selain itu juga ditentukan dengan aspek personality, purpose, prospect, payment. 

Prinsip kehati-hatian ditegakkan dalam penyaluran dana kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit supaya aman yaitu dengan agunan atau jaminan. 

                                                 
5 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 

63-64. 
6 Muhamad Djumhana, Op.Cit., h. 230. 
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Perekonomian bangsa Indonesia yang ingin dibangun hendaknya bertumpu pada 

penyelenggaraan yang berkeadilan sosial dan perikemanusiaan, di mana golongan-

golongan pelaku ekonomi dalam melaksanakan usahanya tidak semata mengejar 

kepentingan keuntungan, oleh karena itu proses produksi, distribusi, dan konsumsi 

barang dan jasa perlu tumbuh secara seimbang, serasi, dan bersama atau bermitra, 

serta saling mengisi dan saling menunjang sehingga masing-masing ataupun secara 

besama dapat berkembang menjadi kekuatan yang tangguh. Komitmen 

meningkatkan peran rakyat dalam perekonomian sangat diperlukan, agar ekonomi 

rakyat dalam bentuk usaha kecil dan masih lemah serta kurang tangguh untuk 

menghadapi dan memperoleh manfaat dari ekonomi terbuka menjadi mantap, 

berkembang dan mandiri. Pemberdayaan lembaga jaminan fidusia sangat ideal bagi 

usaha kecil.  

Konstruksi jaminan fidusia didasarkan kepercayaan mempunyai kelebihan 

karena objek yang dijadikan jaminan dikuasai oleh debitor guna menjalankan 

usahanya. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. 

Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini dapat 

memperkuat keberhasilan permohonan suatu kredit yang diajukan kepada bank oleh 

pengusaha kecil, sebab dengan didaftarkan berarti lebih menjamin kepentingan pihak 

yang menerima fidusia (kreditor). Pendaftaran jaminan fidusia memberikan 

kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan 

fidusia memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia dari pada 

kreditor lain. Calon nasabah untuk mendapatkan kredit, yang tujuannya adalah untuk 

mengembangkan dan memperbesar usaha, kalau yang disodorkan atau diserahkan 

benda sebagai alat utama usaha maka bentuk jaminan gadai tidak bisa terlaksana, 

kemudian dipilihlah jaminan fidusia. 

Tidak ubahnya dengan kegiatan pinjam meminjam yang telah kita ketahui sudah 

lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya biasanya 

dipersyaratkan bahwa adanya penyerahan jaminan hutang kepada pihak pemberi 

hutang oleh peminjam. Jaminan bisa berupa uang atau benda atau juga bisa berupa 

janji penangguhan hutang sehingga merupakan jaminan perorangan. Dari sudut 

pandang ekonomi, pertukaran seyogyanya dilakukan atas dasar sukarela yang saling 

mengoptimalkan daya guna sumber untuk mencapai peningkatan keuntungan. Atas 

dasar sukarela ini, para pihak memiliki rasa saling ketergantungan yang tinggi, 

sehingga diharapkan mampu berjalan independen tanpa permasalahan hukum. 

Keberadaan kontrak dalam hal ini untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan 

kewajiban secara sukarela tersebut. Pada saat pertukaran ini tidak sesuai dengan hal-

hal yang ditentukan dalam kontrak, terutama menyangkut hal-hal di masa akan 

datang, proses yang awalnya sukarela ini dimanfaatkan untuk mendapatkan 

keuntungan oleh pihak yang merasa diuntungkan.7  

                                                 
7 Fajar Sugianto, Buku Hukum Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-ekonomian tentang 

Hukum, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, h. 80. 
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Pelaksanaan penjaminan yang juga harus diperhatikan oleh para pelaku adalah 

harus sesuai dengan hukum atau peraturan yang telah ditentukan. Hukum jaminan 

yang merupakan ketentuan yang mengatur dengan penjaminan dalam rangka hutang 

piutang yang dapat terbagi dalam berbagai bentuk yang telah berlaku saat ini. 

Menurut UU Perbankan dikatakan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal di mana pihak peminjam 

berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan 

sejumlah bunga yang disepakati”. 

Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan 

perbankan. Bidang hukum perbankan disangkutpautkan dengan jaminan terletak 

pada fungsi perbankan yaitu penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, salah 

satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi 

pembangunan ekonomi. Hal ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam 

berbagai aspek pembangunan seperti perdagangan perindustrian transportasi dan 

sebagainya.8 Perkreditan merupakan lembaga yang memberikan dukungan dan 

dorongan kepada ekonomi lemah dan para pengusaha dalam mengembangkan 

usahanya. Bagi perbankan. Setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu 

mengandung risiko. Oleh karena itu perlu adanya unsur pengaman yang merupakan 

salah satu prinsip dasar dalam pemberian kredit/pinjaman di samping unsur 

keseimbangan dan keuntungan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan 

dilakukan dengan pengikat jaminan. Salah satu jenis pengikat jaminan kebendaan 

yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan 

atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. 

Pada awalnya fidusia didasarkan pada yurisprudensi sekarang fidusia sudah diatur 

dalam undang-undang tersendiri. 

Hubungan hukum dalam fidusia terjadi antara debitor (pemberi fidusia) dan 

kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan 

kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan 

hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya 

penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan 

barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.  

UUJF di dalamnya menyatakan bahwa, terdapat perpindahan hak milik yaitu 

dari debitor (pemberi fidusia) ke kreditor (penerima fidusia), padahal kedudukan 

benda jaminan, tetap berada di tangan debitor. Kemudian seseorang menjaminkan 

benda untuk memperoleh dana pinjaman, tetapi tetap berkeinginan hak milik benda 

yang dijaminkan tidak lepas dari kekuasaannya. Hal inilah sebagai rasio logis dari 

hukum jaminan fidusia. Benda yang dijaminkan hak miliknya tetap ada pada debitor 

hanya saja di atas benda yang dijaminkan tersebut selain ada hak milik kepunyaan 

debitor, kemudian ditumpuki/ditindih dengan hak jaminan kebendaan milik kreditor 

                                                 
8 H. Tana Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, 

Bandung, 2004, h. 1. 
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dengan kata lain menimbulkan konflik hak antara debitor dengan kreditor. Dalam 

situasi tersebut maka debitor sebagai pemilik benda kewenangannya menjadi terbatas 

sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jaminan kebendaan yang dibuat oleh 

kreditor dan debitor. 

Fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan, oleh lembaga legilatif 

sudah dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu keistimewaan lembaga jaminan 

kebendaan adalah bahwa objek fidusia sebagai agunan masih tetap dikuasai oleh 

debitor supaya tetap dapat melanjutkan usahanya, dengan harapan hasil usahanya 

tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Hanya saja 

UUJF banyak mengundang permasalahan akibat antara pasal yang satu dengan pasal 

yang lain sering tidak harmonis bahkan tidak jelas atau terdapat konflik norma. 

Ketidakjelasan itu antara lain tentang kedudukan debitor saat menguasai objek 

jaminan fidusia, kedudukan hukum debitor sebagai pemilik atau sebagai menguasai 

objek jaminan fidusia, ternyata UUJF membisu seribu bahasa dan tidak pernah 

memberikan penjelasan atau adanya kekosongan norma. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan 

dijadikan isu hukum dalam penelitian ini adalah: 

a. Apa dasar filosofis eksistensi lembaga jaminan fidusia? 

b. Apakah dengan diaturnya lembaga jaminan fidusia dalam undang-undang dapat 

menjamin kepastian hukum? 

c. Bagaimana kedudukan hukum debitor saat tetap menguasai objek jaminan 

fidusia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis dan menemukan dasar filosofis eksistensi lembaga jaminan 

fidusia. 

b. Untuk menganalisis dan menemukan penuangan lembaga jaminan fidusia dalam 

bentuk undang-undang dapat menjamin kepastian hukum. 

c. Untuk menganalisis dan menemukan hakikat kedudukan hukum debitor selama 

menguasai objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 

umumnya dan perubahan peraturan perundang-undangan khususnya yang 

berkaitan dengan lembaga jaminan fidusia. 

b. Secara praktis 

Sebagai sumbangan pemikiran karakteristik lembaga jaminan fidusia 

sebagaimana tertuang dalam UUJF, kedudukan hukum debitor dalam penguasaan 
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objek jaminan fidusia tidak pernah jelas terutama bagi pemerintah, maupun 

lembaga legisatif serta aparat penegak hukum, khususnya pihak yang berwenang, 

konsumen dan masyarakat luas. 

 

1.5 Landasan Teori dan Penjelasan Konsep 

1.5.1 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Menurut Maria Farida Indrati, menyatakan bahwa: “Norma dasar yang 

merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh 

suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu 

oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma 

yang berada dibawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan „pre-supposed‟.9  

Teori Hans Kelsen lebih menekankan pada penjenjangan norma dari yang paling 

tinggi, selanjutnya diturunkan ke norma yang lebih rendah sebagai pelaksanaan 

norma. Norma paling tinggi bersifat umum yang tidak mungkin dapat dijalankan 

tanpa didukung oleh norma yang berada di bawahnya.  

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan oleh: 

a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal 

tersebut berlaku sebagai Cita (Idee), yang berlaku sebagai bintang pemandu; 

b. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam 

hal tersebut berlaku sebagai Norma); 

c. (1) Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan Undang-Undang 

sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (der 

Primat des Rechts); 

(2) Asas-asas pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi yang menempatkan 

Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 

pemerintahan.10  

Penilaian suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu 

dilakukan pengujian undang-undang. “Baik di dalam kepustakaan maupun praktek 

dikenal adanya 2 (dua) macam hak menguji, yaitu hak menguji formal (formele 

toetsings recht) dan hak menguji material (material toetsings recht)”.11 

Menurut Robert B. Seidman, Aan Seidman, dan Nalin Abeyeesekere, 

menyatakan: “Dalam menentukan peraturan perundang-undangan ditentukan dengan 

menggunakan metode ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, 

Interest, Process, and Ideology)”.12 ROCCIPI merupakan identifikasi tujuh faktor 

                                                 
9 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), 

Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum UI, Jakarta, 1996, h. 28. 
10 Ibid., h. 229. 
11 Sri Soemantri, Hak Uji Material di Indonesia, Alumni, Bandung, 1997, h. 6. 
12 Robert B.Seidman et.all, diterjemahkan oleh Johanes Usfatun dkk., Penyusunan RUU Dalam 

Perubahan Masyarakat Yang Demokratis; Sebuah Panduan Untuk Pembuatan Rancangan Undang-
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yang seringkali menimbulkan masalah berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan 

perundang-undangan. Ketujuh faktor tersebut dibagi dalam dua kategori, yakni: 

“Faktor subjektif terdiri dari interest dan ideology, sedangkan faktor objektif terdiri 

rule, opportunity, capacity, communication dan process”.13 Kategori agenda Roccipi 

yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman dkk. dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) 

Rule atau peraturan, artinya peraturan harus dibuat jelas dan tidak multitafsir; (2) 

Opportunity atau peluang, peraturan harus tidak memberikan peluang untuk tidak 

dipatuhi; (3) Capacity atau kemampuan, peraturan harus mengetahui kondisi-kondisi 

yang berada dalam diri orang yang menjadi subjek peraturan; (4) Communication 

atau komunikasi, peraturan harus secara tertib diumumkan dan disosialisasikan, 

sehingga menjadi mudah diketahui masyarakat; (5) Interest atau kepentingan, 

peraturan harus memberikan manfaat, baik bagi pembuat peraturan maupun 

masyarakat yang terkena peraturan; (6) Process atau proses, peraturan harus 

didasarkan pada proses yang mendorong agar orang mematuhi peraturan perundang-

undangan; (7) Ideology atau nilai, peraturan harus memuat nilai yang dianut oleh 

masyarakat, termasuk sikap mental, pandangan serta pemahaman keagamaan. 

Metode Roccipi lebih bertumpu kepada pemikiran yang mencerminkan pengalaman 

yang digabung dengan pemikiran yang mencerminkan cara penyelesaiannya.14 

 

1.5.2 Teori Tujuan Hukum 

Achmad Ali menyatakan apa yang merupakan, tujuan hukum dengan melakukan 

kualifikasi tujuan hukum ke dalam 3 aliran konvensional, yaitu: 

1. Aliran etis yang mengangggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-

mata untuk mencapai keadilan. 

2. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah 

semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan warga. 

3. Aliran normatif-dogmatik yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum 

adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.15 

 

1.5.2.1 Teori Keadilan  

Hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak di dalam perjanjian tidak 

dapat dilepaskan dengan masalah keadilan. Perjanjian sebagai sarana yang dapat 

mempertemukan para pihak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menuntut 

adanya keadilan di antara kedua pihak. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak 

                                                                                                                                          
Undang, dikutip dari Sirajudin, Fatkhorohman, dan  Zulkarnain, Legislative Drafting, Pelembagaan 

Metode Partisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yappika, Jakarta, 2006, h. 

131. 
13 Ibid. 
14 Ibid., sebagaimana dikutip oleh Otto Yudianto, Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana 

Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Brilliant Menuju 

Insan Cemerlang Landmark Modern Shop House A-17, Surabaya, 2015, h. 347-348. 
15 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra 

Pratama, Jakarta, 2000, h. 84. 
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dan sulit untuk dapat ditafsirkan, karena “Setiap orang mempunyai ukuran masing-

masing untuk mengukurnya. Keadilan merupakan sebuah pertanyaan yang seringkali 

kita dengan, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih 

apabila dikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks”.16 

Perjanjian merupakan salah satu cara yang digunakan oleh John Locke, 

Immanuel Kant, dan John Rawls untuk mengukur tingkat keadilan suatu perbuatan 

atau interaksi manusia, tanpa adanya perjanjian maka keadilan tidak dapat 

ditentukan. Keadilan menurut John Rawls adalah: tidak adil mengorbankan hak dari 

satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi 

masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan 

sebagai fairness, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang 

melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua 

orang. Dengan kata lain keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua 

anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (right based weight) dari pada atas 

dasar manfaat (good based weight). Hanya dengan itu keadilan sebagai fairness 

dapat dinikmati oleh semua orang.17 

Keadilan selain tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian juga digantungkan 

pada segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek keuntungan yang dijalankan setiap 

orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya John Rawls juga 

melakukan kritik terhadap intuisionisme karena tidak memberikan tempat memadai 

kepada pemegang asas rasionalitas. John Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk 

penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori 

keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus 

dibentuk dengan pendekatan kontrak, di mana asas-asas keadilan yang dipilih 

bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang 

bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori 

keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban serta sekaligus 

mendistribusikan hak dan kewajiban tersebut secara adil bagi semua pihak yang 

terlibat dalam perjanjian.  

 

1.5.2.2 Teori Kepastian Hukum 

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, 

sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian 

hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu 

negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara 

normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan 

                                                 
16 Burhanuddin Salam, Etika Sosial, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 117. 
17 James Penner, et.al. (editors), Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary 

and Materials), Butterworths, London, 2002, h. 725. 
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benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. 

Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi 

multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan. 

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando 

M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang 

pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari 

kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab 

pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan 

kepastian hukum dengan negara.18  

Soedikno Mertokusumo menyebutkan: “Kepastian hukum sebagai perlindungan 

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan 

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.19 Suatu 

kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pengaturan secara jelas 

diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah.  

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, salah satunya yang penting 

adalah mengenai kepastian hukum. Dalam Penjelasan dari Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 58 huruf a, 

disebutkan: Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah: Asas dalam negara 

hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas dalam negara hukum 

dalam perundangan tersebut yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua 

pengertian, yaitu pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, 

berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan. kedua, kepastian hukum dalam 

suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau 

konflik norma.  

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (legaliteit) dimaknai oleh 

Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni:  

1) Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan 

negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu 

hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-

peraturan hukum.  

2) Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan 

perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan 

bertindak negara.20 

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam kaitan dengan norma hukum 

menjelaskan, ada beberapa katagori norma hukum dengan melihat pada berbagai 

bentuk dan sifat:  

                                                 
18 E. Fernando M. Manulang, Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum, PrenadaMedia Group, 

Jakarta, 2016, h. 2. 
19 Ibid. 
20 Sudargo Gautama, 1973, Pengertian tentang Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta, h. 9. 



 12 

a. Norma hukum umum dan norma hukum individu, kalau dilihat dari alamat yang 

dituju (addressat);  

b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, kalau dilihat dari hal yang 

diatur;  

c. Norma hukum yang einmahlig dan norma hukum yang dauerhafting, dilihat dari 

segi daya berlakunya;  

d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari wujudnya.21  

Terkait dengan kepastian hukum, dalam hal ini undang-undang jaminan fidusia 

hendaknya memberikan perlindungan kepada para pihak dari kekuasaan yang 

sewenang-wenang, untuk itu teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung 

pengertian, sebagai berikut:  

a. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh 

negara;  

b. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan 

berpegang pada aturan hukum tersebut;  

c. Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;  

d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan 

hukum tersebut.22  

Kepastian hukum, dalam hal ini undang-undang jaminan fidusia merupakan 

perwujudan dari penyelenggaraan negara dalam menghimpun dana dari rakyatnya 

melalui peraturan perundang-undanagn dengan berdasarkan atas asas legalitas, 

kepatutan dan keadilan. Sedangkan perwujudan dari peran serta masyarakat sebagai 

pihak dalam lembaga jaminan fidusia yang secara langsung melaksanakan kewajiban 

administrasi untuk publikasi, dapat diberikan perlindungan dan pembinaan dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban jaminan fidusia serta tidak mendapatkan tindakan 

yang sewenang-wenang. Kepastian dalam undang-undang jaminan fidusia dapat 

memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada para pihak (debitor dan 

kreditor), meningkatkan kepastian, penegakan hukum, dan keterbukaan administrasi 

lembaga fidusia, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi para pihak.  

Menurut Lon Fuller hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di 

dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan 

putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.  

2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.  

3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas. 

4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.  

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. 

                                                 
21 Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan 

Pembentukannya), Kanisius, Yogyakarta, h. 11-18 
22 I Gusti Ngurah Wairocana, 2008, Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah, 

Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 21. 
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6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.  

7. Tidak boleh sering diubah-ubah. 

8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.23 

 

 

1.5.2.3 Teori Kemanfaatan Hukum 

Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam 

menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang 

banyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga 

Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu: 

1.  Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang 

kongkret;  

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat 

umum; 

3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang; 

4. Mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang 

lain.24 

Penganut aliran Utilitarianisme adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan 

pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya 

bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. “Menurut Mill, keadilan 

bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang 

diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari 

kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi 

kesejahteraan umat manusia”.25 Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan 

hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan 

adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari 

kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya 

didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan 

itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan 

untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber 

pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik 

oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. “Perasaan 

keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar 

kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang 

kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua 

persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.26 Namun 

                                                 
23 Lon L. Fuller, The Morality of Law. New Haven:Yale University Press, 1971, h. 54-58. 
24 Said Sampara dkk., Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 45. 
25 H.R. Otje Salman S., Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika 

Aditama, Bandung, 2010, h. 44. 
26 Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 

277. 
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demikian, Mill juga mengkritik pandangan Bentham. Adapun bentuk kritik Mill 

terhadap Bentham adalah:  

Pertama, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Mill 

berpendapat bahwa kualitas kebahagiaan harus dipertimbangkan juga, 

karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang rendah.  

Kedua, bahwa kebahagian bagi semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, 

bukan kebahagian satu orang saja yang bertindak sebagai pelaku utama, 

kebahagiaan satu orang tidak boleh dianggap lebih penting daripada 

kebahagiaan orang lain.27  

 

1.5.3 Penjelasan Konsep 

 Konsep yang dapat berarti konsepsi atau pengertian yang digunakan untuk 

menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang 

dirumuskan dalam disertasi. 

1.5.3.1 Konsep Filosofis Fidusia 

Lembaga fidusia dikenal dengan berbagai nama atau istilah. Pada zaman 

Romawi lembaga ini dikenal dengan istilah fiducia-cum Creditore. Selain itu Asser 

van Oven juga menyebutkan dengan istilah Hak Milik Sebagai Jaminan (Bezitloos 

zekerheidsrecht), Kahrel menggunakan istilah Gadai yang diperluas (Verruimd 

Pandbegrip).  

Sebenarnya latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya 

kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta sebagai 

berikut: 

1. Barang bergerak sebagai jaminan utang. Sebagaimana diketahui bahwa menurut 

sistem hukum kita, dan juga hukum di kebanyakan negara-negara Eropa 

Kontinental, bahwa jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda 

bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini, objek 

gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditor). 

Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka 

jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotek (sekarang ada hak tanggungan). 

Dalam hal ini, objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam 

kekuasaan debitor. Akan tetapi, terdapat kasus-kasus di mana barang objek 

jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitor enggan 

menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara pihak 

kreditor tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut 

diserahkan kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan 

utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan 

kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditor. Akhirnya, munculah bentuk 

jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda 

tersebut tidak beralih dari debitor kepada kreditor. Inilah yang disebut dengan 

                                                 
27 Muh. Erwin, Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2011, 

h. 183-184. 
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jaminan fidusia. Sebaliknya, ada juga kasus-kasus di mana jaminan utang 

diberikan atas benda tidak bergerak, tetapi ada kebutuhan atau atau para pihak 

sepakat agar barang tidak bergerak tersebut dialihkan kekuasaannya kepada pihak 

kreditor. Inilah yang mendorong munculnya “gadai tanah” yang banyak 

dipraktekkan dalam sistem hukum adat. 

2. Barang objek jaminan utang yang bersifat khusus. Adanya barang-barang yang 

sebenarnya masih termasuk barang bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti 

barang tidak bergerak. Sehingga pengikatannya dengan gadai dirasa tidak cukup 

memuaskan, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari 

benda objek jaminan utang tersebut. Karena itu jaminan fidusia, jaminan fidusia 

menjadi pilihan. Misalnya, fidusia atas pesawat terbang dahulu sebelum 

berlakunya Undang-Undang tentang Penerbangan No. 15 Tahun 1992. Dengan 

undang-undang tersebut, hipotek dapat diikatkan atas sebuah pesawat terbang. 

Atau terhadap hasil panen, yang juga tidak mungkin diikatkan dengan hipotek. 

3. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru. Perkembangan 

kepemilikan atas benda-benda tertentu juga tidak selamanya dapat diikuti oleh 

perkembangan hukum jaminan, sehingga ada hak-hak barang yang sebenarnya 

tidak bergerak, tetap tidak dapat diikatkan dengan hipotek. Misalnya, tidak dapat 

diikatkan dengan hipotek atas strata title atau atas rumah susun. Maka Undang-

Undang tentang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985, memperkenalkan fidusia 

terhadap hak atas satuan rumah susun tersebut. Akan tetapi, sekarang dengan 

berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, maka strata 

title dapat diikatkan hak tanggungan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. 

4. Barang bergerak objek jaminan utang tidak dapat diserahkan. Adakalanya pihak 

kreditor dan pihak debitor sama-sama tidak berkeberatan agar diikatkan jaminan 

utang berupa gadai atas utang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijaminkan 

karena sesuatu dan lain hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada pihak 

kreditor. Misalnya, saham perseroan yang belum dicetak sertifikatnya. Karena 

itu, timbul fidusia saham. Atau fidusia atas benda bergerak, tetapi benda tersebut 

karena sesuatu dan lain hal masih ditangan pihak ketiga, sehingga penyerahan 

barang tersebut belum dapat dilakukan. Karena itu, gadai tidak dapat dilakukan.28 

 

1.5.3.2 Konsep Ambiguitas 

Ambiguitas menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti yaitu: 

“(1) sifat atau hal yang bermakna dua; kemungkinan yang mempunyai dua 

pengertian; (2) ketidaktentuan; ketidakjelasan; (3) kemungkinan adanya makna atau 

penafsiran yang lebih dari satu atas suatu karya sastra; (4) kemungkinan adanya 

makna lebih dari satu dalam sebuah kata, gabungan kata, atau kalimat; ketaksaan”.29 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1998) kita berhadapan dengan 

dua pengertian ambiguitas yang berkaitan dengan ujaran. Pertama, sifat atau hal 

                                                 
28 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 1-3. 
29 http://kamusbahasaindonesia.org/ambigu/mirip.KamusBahasaIndonesia.org 
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yang berarti dua; kemungkinan yang mempunyai dua pengertian. Kedua, 

kemungkinan adanya makna lebih dari satu dalam sebuah kata, gabungan kata, atau 

kalimat. Jadi kalimat ambigu adalah: “Kalimat yang mempunyai tafsiran lebih dari 

satu atau bermakna ganda”.30 Menurut arti kata: “Ambiguitas mempunyai pengertian 

bermakna lebih dari satu (sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, 

kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya); bermakna ganda; taksa”.31 

 

1.5.3.3 Konsep Debitor 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi 

Debitor, Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa: “Debitor adalah perseorangan, 

perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyedia dana”. 

Dalam Kamus Bisnis dan Bank pengertian debitor yaitu pihak yang menerima kredit 

atau pinjaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta 

kamusbahasaindonesia.org, pengertian debitor adalah pihak yang berhutang ke pihak 

lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitor untuk 

dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang 

memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitor. “Jika seorang debitor 

gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal 

dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitor untuk 

memaksa pembayaran”.32 Pengertian debitor adalah: pihak yang berhutang ke pihak 

lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitor untuk 

dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberi pinjaman kadang 

memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitor.33 

 

1.5.3.4 Konsep Fidusia 

Istilah Fidusia barasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie dan dalam bahasa 

Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan. Dalam 

berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah Fiduciare Eigendom 

Overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dalam 

bahasa Belanda disebut juga dengan zekerheids eigendom artinya hak milik sebagai 

kepercayaan. Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata fides, yang berarti 

kepercayaan. Fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi, yang 

memiliki dua pengertian yakni sebagai kata kerja dan kata sifat. Sebagai kata benda, 

istilah fidusia mempunyai arti seorang yang diberi amanah untuk mengurus 

kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati dan 

berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban melakukan 

perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat istilah fidusia 

menunjukkan pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan (trust).  

                                                 
30 petta-puang.blogspot.com/2011/12 
31 www.artikata.com, 3 Maret 2015 
32 http://kamusbahasaindonesia.org/debitor.KamusBahasaIndonesia.org 
33 Fourseasonsnews.com 
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1.5.3.5 Konsep Jaminan Fidusia 

Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan bahwa “Jaminan fidusia adalah hak jaminan 

atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda 

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan 

bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.“Sejak lahirnya jaminan fidusia 

ini sangat kental dengan rekayasa. Sebab dalam sistem hukum Belanda tempo dulu, 

oleh karena juga di Indonesia untuk jaminan barang bergerak hanya dikenal gadai, 

sedang barang tidak bergerak dikenal dengan hipotek”.34 

Dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan 

barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai 

(yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga dapat digunakan hipotek yang 

hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja. Karena itu dicarikanlah 

jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang 

tersebut akhirnya muncul rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek seperti itu 

dengan jalan pemberian jaminan fidusia yang akhirnya diterima dalam praktek dan 

diakui oleh yurisprudensi dan diundangkan pada tahun 1999. Rekayasa tersebut 

dalam bentuk globalnya disebut dengan constitutum possessorium (penyerahan 

kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali). 

Bentuk rincian dari constitutum possessorium dalam fidusia ini dilakukan 

melalui proses tiga fase, yaitu:  

(1) Fase pertama yaitu: Fase perjanjian obligatoir (obligatoir overeenkomst). Proses 

jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (obligatoir 

overeenkomst). Perjanjian (overeenkomst) tersebut berupa perjanjian pinjam uang 

dengan jaminan fidusia di antara pihak pemberi fidusia (debitor) dengan pihak 

penerima fidusia (kreditor).  

(2) Fase kedua yaitu: Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst). Selanjutnya 

diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst). Perjanjian 

kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor, 

dalam hal ini dilakukan secara constitutum prosessorium, yakni penyerahan hak 

milik tanpa menyerahkan fisik benda. 

(3) Fase ketiga yaitu: Fase Perjanjian pinjam pakai. Dalam fase ketiga ini dilakukan 

pinjam pakai, dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah 

berpindah kepada pihak kreditor dipinjampakaikan kepada pihak debitor, 

sehingga praktis benda tersebut setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja 

dikuasai secara fisik oleh pihak debitor.35  

                                                 
34 Oey HoeyTiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1983, h. 34. 
35 Munir Fuady, Op.Cit., h. 5.  
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Dasar hukum dari fidusia adalah suatu perjanjian yakni perjanjian fidusia 

perikatan yang menimbulkan fidusia ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu hubungan perikatan, 

yang menerbitkan hak bagi kreditor untuk meminta penyerahan barang jaminan dari 

debitor (secara constitutum posessorium). Perikatan tersebut adalah perikatan untuk 

memberikan sesuatu karena debitor menyerahkan suatu barang (secara constitutum 

posessorium) kepada kreditor. Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan 

perikatan yang assessoir, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan 

lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang-piutang.  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah: “Jenis penelitian 

hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi dokumen 

atau melalui bahan kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.36 Jenis penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik 

berat penelitian hukum normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, 

terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi 

tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum dan 

filsafat hukum. 

 

1.6.2 Pendekatan Masalah 

Dalam Penelitian hukum diperlukan metode pendekatan masalah, yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum 

yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang 

dipergunakan dalam suatu penelitian akan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konseptual (conseptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan 

pendekatan filsafat (philosophical approach).37 

1.6.2.1 Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga bahan 

hukum yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yang 

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, antara lain yaitu: 

                                                 
36 Aminuddin Ilmar, Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum, powerpoint, Surabaya, 

02/11/2013, h. 4.  
37 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, 2012, h. 320-321. 
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Burgerlijk Wetboek, 

Staatsblad 1847 Nomor 23); 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Wetboek van Koophandel, 

Staatsblad 1848 Nomor 23); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik 

Inonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234; 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691; 

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; 

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi 

Debitor; 

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan 

Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan 

Jaminan Fidusia; 

12. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.38 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal 

hukum, dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan fidusia. 

 

                                                 
38 Ibid., h. 134.  
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c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung penelitian ini yang 

berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black’s Law Dictionary. 

 

1.6.2.2 Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan 

hukum tersier yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (snow ball 

method), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam 

mengananalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam 

melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu yang 

penatalaksanaannya dilakukan secara kritis, logis, dan sistematis. Dengan langkah ini 

diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian penulisan 

ini. 

 

1.6.3 Analisis Bahan Hukum 

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah: menganalisis makna yang 

dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan 

secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-

putusan hukum. hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti 

berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang 

bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui 

analisis terhadap putusan-putusan hukum”.39 Analisis bahan hukum merupakan suatu 

kegiatan mengkonkritisasi, adalah suatu bentuk deduksi di mana dilakukan dengan 

melalui proses derivasi dengan menyimpulkan dalil-dalil khusus. Analisa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deduktif yaitu menganalisa peraturan 

perundang-undangan dan perjanjian sebagai pernyataan umum untuk mengambil 

kesimpulan terhadap hal-hal khusus. 

 

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika  

Penelitian ini secara garis besar terdiri dari empat bab, di mana masing-masing 

berisi tentang: 

Bab I  : Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang Permasalahan, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, 

Landasan Teori dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan.  

Bab II : Tentang Dasar Filosofis Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia. Dalam bab 

ini sebagai pembahasan untuk menjawab permasalahan pertama. Dalam bab 

ini akan diuraikan dalam sub-sub bab yaitu: (1) Perjanjian Kredit; (2) Dasar 

Filosofis Lembaga Jaminan Fidusia; (3) Konstruksi Undang-Undang 

                                                 
39 Johnny Ibrahim, Op.Cit., h. 310.  
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Jaminan Fidusia; (4) Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Dalam Pembaharuan 

Undang-Undang Jaminan Fidusia Menurut Keadilan Pancasila.  

Bab III : Tentang Penuangan Lembaga Jaminan Fidusia dalam Bentuk Undang-

Undang dapat Menjamin Kepastian Hukum. Dalam bab ini sebagai 

pembahasan untuk menjawab permasalahan kedua. Dalam bab ini akan 

diuraikan dalam sub-sub bab sebagai berikut: (1) Hakikat Kepastian Hukum 

Dalam Hukum Jaminan Fidusia; (2) Hakikat Kepastian Hukum Jaminan 

Fidusia Dalam Sistem Jaminan Kebendaan; (3) Faktor Penyebab Hukum 

Jaminan Fidusia Tidak Memberikan Kepastian Hukum Dalam Sistem 

Jaminan Kebendaan; (4) Analisis Teori Kepastian Hukum Terhadap Hukum 

Jaminan Fidusia Dalam Sistem Jaminan Kebendaan. 

Bab IV : Tentang Hakikat Kedudukan Hukum Debitor Selama Menguasai Objek 

Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam bab ini 

sebagai pembahasan untuk menjawab permasalahan ketiga. Dalam bab ini 

akan diuraikan dalam sub-sub bab yaitu (1) Kedudukan Objek Jaminan 

Fidusia Oleh Debitor; (2) Kepemilikan Atas Benda Jaminan Fidusia; (3) 

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia 

Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama; (4) Kedudukan 

Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan; (5) Kedudukan Debitor Dalam 

Menguasai Objek Benda Jaminan Fidusia; (6) Pengaturan Perlindungan 

Penerima Jaminan Fidusia; (7) Asas Droit De Suite; (8) Pembebanan dan 

Kedudukan Benda Dalam Jaminan Fidusia; (9) Hak dan Kewajiban Para 

Pihak Dalam Fidusia di Lembaga Pembiayaan; (10) Hak dan larangan 

Jaminan Fidusia.  

Bab V : Penutup, sebagai penutup mengenai Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan ini 

merupakan jawaban atas tiga rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini. Saran merupakan temuan penelitian yang dapat digunakan 

sebagai konsep dalam mengkaji lebih lanjut. 
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